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Anak seringkali menjadi korban kasus kekerasan, sehingga menyikapi hal tersebut 

pemerintah menggagas suatu kebijakan yang dinamakan PATBM, sebuah gerakan yang 

melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah kekerasan pada anak sehingga hak-hak 

anak dapat terpenuhi dan angka kekerasan pada anak dapat menurun. PATBM di Kota 

Bandar Lampung sudah terbentuk dari tahun 2017 dan tersebar diseluruh kecamatan 

maupun kelurahan. Seiring berjalannya PATBM, kasus kekerasan terhadap anak yang 

terlaporkan tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Melihat fenomena tersebut 

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh Analisa dan deskripsi evaluasi terkait 

pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung. 

Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PATBM di Kota Bandar Lampung sudah 

berjalan sesuai dengan peran, tugas dan fungsi nya. Beberapa kegiatan yang 

terimplementasikan melalui PATBM dimasyarakat yaitu sosialisasi terkait hak anak, pola 

asuh anak, pencegahan kekerasan pada anak, pelayanan dan penanganan cepat pada kasus 

kekerasan yang terjadi, kegiatan sosial bersama kelurahan serta pendataan kasus kekerasan 

yang terjadi dan tertangani. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih belum 

maksimal dan optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut 

disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya, para kader PATBM yang turun 

kelapangan hanya ketika terdapat kasus kekerasan, tidak ada nya jadwal rutin untuk 

pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kebijakan PATBM oleh Dinas PPPA dan para kader 

PATBM, minimnya pengawasan terhadap target capaian yang ditetapkan. Dengan 

demikian upaya yang dapat dilakukan Dinas PPPA dapat bekerja secara transparan 

terhadap respon masyarakat, mengarahkan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran, 

meningkatkan kegiatan rutin dan memberikan target capaian kerja yang terencana dalam 

pelaksanaan kebijakan PATBM. 
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ABSTRACT 

 

EVALUATION OF COMMUNITY-BASED INTEGRATED CHILD PROTECTION POLICY 

(PATBM) AT THE WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION (PPPA) 

OFFICE OF BANDAR LAMPUNG CITY 

 

 

 

By 

 

RAFI DHIAULHAQ ISLAM 

 

 

 

 

Children are often victims of violence, so in response to this, the government initiated a 

policy called PATBM, a movement that involves community participation to prevent 

violence against children so that children's rights can be fulfilled and the number of 

violence against children can decrease. PATBM in Bandar Lampung City has been 

established since 2017 and is spread across all sub-districts and villages. Along with the 

implementation of PATBM, reported cases of violence against children continue to 

increase every year. Seeing this phenomenon, this study aims to obtain an analysis and 

description of the evaluation related to the implementation of the Integrated Community-

Based Child Protection (PATBM) policy at the Women's Empowerment and Child 

Protection (PPPA) Service of Bandar Lampung City. Research data were obtained from 

interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the 

PATBM policy in Bandar Lampung City has been running in accordance with its roles, 

duties and functions. Some activities implemented through PATBM in the community are 

socialization related to children's rights, child care patterns, prevention of violence against 

children, services and rapid handling of cases of violence that occur, social activities with 

the sub-district and data collection of cases of violence that occur and are handled. 

However, in its implementation in the field it is still not optimal and maximal to achieve 

the goals that have been set. This is due to limited resources, PATBM cadres who go to the 

field only when there is a case of violence, there is no routine schedule for the 

implementation of activities and evaluation of PATBM policies by the PPPA Service and 

PATBM cadres, minimal supervision of the targets set. Thus, the efforts that can be made 

by the PPPA Service can work transparently to community responses, direct and optimize 

budget use, increase routine activities and provide planned work achievement targets in 

the implementation of the PATBM policy. 
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“Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli, apa 

guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu." 

(Wiji Thukul) 

 

“Idealisme menjadi kemewahan terakhir yang hanya  

Dimiliki pemuda” 

(Tan Malaka) 

 

“Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada 

kemunafikan” 

(Soe Hok Gie) 

 

“Ijazah adalah tanda seseorang pernah sekolah atau pergi ke 

sekolah, namun bukan bukti pernah berpikir dan belajar” 

(Rocky Gerung) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Anak seringkali menjadi korban dalam kasus pelanggaran HAM, sehingga seorang 

anak sebagai generasi penerus bangsa sangat harus dijaga kehormatannya, 

kemudian diperhatikan serta dilindungi martabat dan harga dirinya dengan bijak, 

baik itu menurut perspektif budaya, politik, sosial, budaya, ekonomi dan hukum, 

serta tidak membedakan golongan, ras maupun agama (Rinah dkk, 2022). Undang-

Undang No 23 Tahun (2002) pasal 16 ayat (1) tentang Perlindungan Anak 

menjelaskan bahwa kekerasan merupakan penganiayaan terhadap anak disertai 

dengan kekerasan fisik maupun emosional yang berdampak pada perkembangan 

anak. Anak yang sering mendapatkan perlakuan kekerasan fisik maupun emosional 

akan mengakibatkan dampak masalah perilaku di usia-usia berikutnya. Dampak 

tersebut seperti sulit berkonsentrasi, malas belajar dan sekolah, kurang percaya diri, 

mudah cemas, dan lain-lain.  

Kekerasan pada anak melanggar Hak Asasi Anak, sebagaimana Hak Anak agar 

tidak mendapatkan perlakuan kejam telah dilanggar dan dapat mengakibatkan 

trauma bagi korban, hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang seorang 

anak baik itu psikis, fisik dan kesehatan mental sehingga masa depan seorang anak 

dalam menggapai tujuannya akan ikut terganggu. Maka dari itu, negara telah 

mengatur jaminan hak dasar bagi  anak sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 

13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menyebutkan bahwa Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 

pihak lain mana pun yang bertanggung   jawab   atas   pengasuhan,   berhak   

mendapat   perlindungan   dari   perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi 

maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 

ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Fenomena kekerasan terhadap anak 

sudah seringkali menjadi kasus yang terjadi di seluruh daerah yang ada di 

Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data yang disajikan oleh tabel berikut. 
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Tabel 1. Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia  

Tahun Jumlah  

2019 11.055 

2020 11.264 

2021 14.446 

2022 

2023 

16.106 

18.175 

Sumber : SIMFONI-PPPA, 2019-2023 

 

Berdasarkan  tabel di atas Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan 

Anak (Simfoni PPA) milik Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan anak mencatat bahwa pada Tahun 2019 jumlah pengaduan kekerasan 

yang tercatat ialah sebanyak 11.055 kasus yang meliputi kekerasan pada anak laki 

laki dan perempuan. Tahun 2020 jumlah kekerasan yang tercatat tetap mengalami 

peningkatan walaupun jumlah nya tidak signifikan yaitu 11.264, Kemudian pada 

tahun 2021 terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menjadi 

14.446 kasus. Pada Tahun 2022 jumlah angka kekerasan terhadap anak semakin 

meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 16.106 kasus, hingga di tahun 2023 jumlah 

angka kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia kembali meningkat dan 

memprihatinkan dengan jumlah 18.175 kasus. Dari data lima tahun terakhir 

kekerasan terhadap anak di Indonesia didominasi dengan jenis kekerasan seksual, 

psikis dan fisik serta korban yang lebih sering terkena yaitu anak perempuan dengan 

kejadian yang seringkali disebabakan oleh faktor lingkungan keluarga dan 

pertemanan atau pergaulan (KEMENPPPA, 2024). Berdasarkan uraian data 

tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencegahan dan penanganan kasus kekerasan 

anak di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara optimal. 

Kekerasan yang terjadi tentu disebabkan karena berbagai macam faktor, dapat 

berupa faktor karakteristik dari pribadi anak, karakteristik para pelaku kekerasan, 

kemudian lingkungan sosial, dan juga budaya. Faktor terjadinya tindak kekerasan 

terhadap anak menurut Purnianti dalam Al Adawiah (2015) dapat disebabkan oleh 

orang orang terdekat, seperti orang tua itu sendiri yang terbiasa menerima perlakuan 

kekerasan sejak kecil. Sehingga cenderung membentuk pola asuh dari perlakuan 

yang pernah mereka alami sebelumnya, selain itu masalah hubungan antar suami-

istri baik masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, 
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ataupun orangtua yang kurang memahami bagaimana aspek perkembangan anak 

dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak.  

Selain faktor-faktor yang disebabkan oleh orang tua atau anak itu sendiri, faktor 

sosial, lingkungan dan budaya juga mempunyai sebab terjadinya perlakuan tindak 

kekerasan terhadap anak seperti halnya pandangan masyarakat yang sudah menjadi 

nilai budaya bahwa anak harus patuh terhadap orangtua namun pandangan ini 

seringkali disalah artikan oleh sebagian orang tua. Hal tersebut sesuai dengan teori 

fakta sosial yang dikemukakan oleh Durkheim (1895) bahwa semua aktivitas 

seorang inidividu dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor 

di luar dirinya yang bersifat memaksa (Arif, 2020). Melihat berbagai macam kasus 

tindakan kekerasan terhadap anak di Indonesia Pemerintah telah melakukan 

berbagai upaya untuk menjamin tumbuh kembang dan pemenuhan hak-hak anak 

agar dapat tercapai secara maksimal. Melalui Komitmen Pemerintah Indonesia 

dalam memastikan perlindungan anak dari kekerasan, maka ditetapkan regulasi 

atau Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun (2022) tentang Strategi Nasional 

Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (STRANAS PKTA) yang merumuskan 

arah kebijakan, strategi, fokus strategi, intervensi kunci, target, peran, dan tanggung 

jawab Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, hingga masyarakat untuk 

mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap anak.  

Maka dari itu peran masyarakat yang dimaksud adalah anak-anak muda atau kader 

yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menggerakan kegiatan 

perlindungan anak yang potensial serta berjiwa sosial yang tinggi diharapkan 

mampu berkontribusi dalam mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap anak. 

Kader tersebut merupakan anggota masyarakat yang diutus oleh desa atau 

kelurahan untuk menjadi perwakilan masyarakat pada wilayahnya masing-masing 

untuk berperan dan tergabung dalam Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 

Masyarakat (PATBM) sebagai program Kementrian  Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak yang telah tersebar di sekitar 9.404 Desa/Kelurahan 

(KEMENPPPA, 2024).  Meliyawati dalam Sari, dkk (2018) menjelaskan bahwa 

PATBM merupakan suatu gerakan perlindungan terhadap anak yang dikelola dan 

dijalankan oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa atau 

kelurahan) di 34 Provinsi Indonesia yang dibawahi langsung oleh Dinas PPPA 
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Provinsi maupun Kota. Melalui PATBM, masyarakat diharapkan dapat mengenali, 

menelaah, dan menjadi inisiator pencegahan dan memecahkan problematika 

kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri. Pengertian dari 

PATBM yaitu gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat 

yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan terhadap 

anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan serta mengembangkan 

fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan 

membangun struktur kelembagaan yang baru. Melalui PATBM, akan dilakukan 

sejumlah kegiatan untuk memberikan pemahaman dan perubahan norma perilaku 

masyarakat melalui penyuluhan, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terkait 

isu perlindungan anak. Pelaksaan PATBM tentu dibutuhkan sinergitas lembaga 

desa atau perangkat desa seperti, posyandu, sekolah, kader KB, Perlindungan Anak 

Terpadu Berbasis Masyarakat desa lain, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat.  

Kota Bandar Lampung telah membentuk PATBM sejak Tahun 2017 sebagai 

komitmen pemerintah kota untuk mendukung segala pelaksanaan kebijakan 

nasional dalam memberikan perlindungan anak serta menjamin dan mengawasi 

penyelenggaraan perlindungan terhadap anak di Kota Bandar Lampung, termasuk 

pencegahan kekerasan terhadap anak. PATBM termasuk kebijakan berbasis 

gerakan masyarakat terpadu untuk membantu proses percepatan atau sinergitas dari 

program program Dinas PPPA kota Bandar Lampung maupun provinsi seperti Kota 

Layak Anak (KLA), Sekolah Ramah Anak (SRA), dan kebijakan lainnya yang 

mendukung perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dikota Bandar 

Lampung. Tetapi, adanya PATBM masih belum berjalan dengan maksimal, hal ini 

dibuktikan bahwa Kota Bandar Lampung menduduki posisi pertama dengan angka 

kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Provinsi Lampung. 

Tabel 2. Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Provinsi Lampung 

Tahun Jumlah   

Bandar Lampung 125 

Lampung Selatan 124 

Lampung Tengah 100 

Lampung Timur 69 

Lampung Utara 61 

Tulang Bawang Barat 60 

Way Kanan 

Pesisir Barat 

47 

38 
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Pesawaran 

Tanggamus 

Tulang Bawang 

Pringsewu 

Metro 

Mesuji 

Lampung Barat 

35 

35 

25 

21 

18 

16 

12 

Sumber : Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, 2023 

 

PATBM yang difungsikan sebagai garda dan relawan terdepan dalam mencegah 

dan mengawasi kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung belum mampu 

menekan angka kekerasan dari tahun 2017-2023, dapat dilihat melalui tabel berikut. 

Tabel 3. Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandar Lampung  

Tahun Jumlah   

2017 30 

2018 43 

2019 90 

2020 106 

2021 200 

2022 142 

2023 125 

Sumber: Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, 2023 

 

Dari lampiran data tersebut menjelaskan pada tahun 2017 jumlah kasus kekerasan 

anak dan perempuan di Bandar Lampung berjumlah 30, kemudian pada tahun 2018 

berjumlah 43, ditahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 90, kemudian sepanjang 

tahun 2020 laporan kekerasan terhadap anak dan perempuan kembali meningkat 

dengan angka 106 dan 2021 menjadi puncak kasus kekerasan pada anak tertinggi 

di Bandar Lampung yaitu berjumlah 200. Sepanjang tahun 2022-2023 mengalami 

penurunan kasus menjadi 142 dan 125 kasus. Walaupun terjadi penurunan tidak 

serta merta hal ini menunjukan kondisi yang sebenarnya karena banyak faktor yang 

mempengaruhi yang bisa saja menjadi penyebab kasus kekerasan terhadap anak di 

Kota Bandar Lampung tidak terlaporkan. Maka melihat peningkatan kasus tersebut 

menjadi penilaian bagaimana proses pelaksanaan dan peranan PATBM dalam 

menjalankan fungsi nya sebagai aktor edukasi dan pencegahan kekerasan terhadap 

anak di lingkungan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan lingkungan yang 

ramah anak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang telah 

diamanatkan didalam undang-undang. 
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Fenomena tersebut menjadi daya tarik bagi penulis untuk melihat serta menilai 

bagaimana pelaksanaan dan apa yang menjadi hambatan kebijakan PATBM yang 

merupakan program Dinas PPPA Kota Bandar lampung ini berjalan guna 

mencegah, melindungi dan memenuhi hak anak di Kota Bandar Lampung, 

berdasarkan hal tersebut penulis mengambil judul “Evaluasi Kebijakan 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas 

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung”. 

 

 

             

1.2  Rumusan Masalah   

Bagaimana pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 

Masyarakat (PATBM) di Kota Bandar Lampung?  

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai bagaimana 

gambaran serta pelaksanaan PATBM yang dijalankan di Kota Bandar Lampung, 

serta memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan PATBM untuk dijadikan 

landasan saran pertimbangan dan peningkatan mengenai pelaksanaan kebijakan 

PATBM selanjutnya.   
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1.4  Manfaat Penelitian   

1. Manfaat teoritis, melalui hasil penelitian ini dapat menjadi bahan literatur untuk 

pengembangan keilmuan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan akademisi ilmu 

administrasi negara maupun bidang ilmu lainnya yang berkaitan dengan evaluasi 

kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masayarakat (PATBM) di Kota 

Bandar Lampung. 

2. Manfaat praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, 

evaluasi maupun rekomendasi kepada pihak-pihak yang pada umumnya 

berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat 

(PATBM) seperti, Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, lembaga swasta, 

masyarakat, dan lembaga pemerintahan terkait lainnya.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

  

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu pedoman yang digunakan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga dapat membantu penulis dalam memperkaya teori 

yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dan menjadi pembeda 

antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang hendak dilakukan. 

(Rinah dkk, 2022) dengan fokus penelitian untuk mengevaluasi Gerakan 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Sei Jang 

Kota Tanjungpinang dengan konsep operasional yang dikemukakan oleh Stuffbeam 

yaitu model CIPP (Context, Input, Procces and Output). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam penelitian Gerakan PATBM yang dijalankan oleh 

DP3APM dan Kelurahan Sei Jang sudah mengikuti regulasi yang ada yaitu 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar 

hukum dari Program PATBM. Tetapi dalam pelaksanaannya masih belum 

maksimal dikarenakan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan 

anak yang dapat mengakibatkan kekerasan masih belum terbangun. Maka PATBM 

Kelurahan Sei Jang harus mempunyai kepedulian yang tinggi untuk menyadarkan 

masyarakat Kelurahan Sei Jang yang belum sadar dan peduli terhadap keselamatan 

anak dari kekerasan.  

(Listyaningsih & Ismanto, 2022) yang fokus penelitiannya terletak pada Strategi 

Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah 

Pesisir Kabupaten Serang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi 

berbasis masyarakat telah diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang 

untuk menghentikan kekerasan seksual terhadap anak. Namun demikian, ada 

beberapa indikator yang perlu diperhatikan saat menerapkan strategi ini. Salah 

satunya adalah pemerintah daerah Kabupaten Serang belum melaksanakan misi 
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program dengan benar. Khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Serang, telah 

dibentuk 25 PATBM untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak dan 

memberikan pendampingan. Namun, strategi ini belum mendapatkan dukungan 

penuh dari aparatur desa dan pihak lain, dan 610 aktivis yang telah dibentuk belum 

mendapatkan pelatihan teknis tentang cara melaksanakan program PATBM dengan 

benar. Aktivis PATBM dalam menjalankan fungsinya belum dapat memanfaatkan 

teknologi informasi secara maksimal. 

(Kori, 2021) yang fokus penelitiannya terletak pada efektifitas dalam pengelolaan 

PATBM di Desa pancaroba Kecamatan sungai Ambawang. Penelitian ini 

menggunakan teori efektivitas dari Gibson yaitu indikator efektivitas pengelolaan 

program, yaitu (1) Pencapaian tujuan, PATBM di desa pancaroba berupaya 

menjalankan program sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan perlunya 

pendampingan oleh pemerintah desa maupun Dinas DP3KB. (2) Ketepatan waktu, 

PATBM desa pancaroba masih berjalan sesuai keinginan masing masing, sehingga 

kegiatan yang dilakukan belum terlaksana dengan terstruktur sesuai dengan tujuan 

dan target yang ingin dicapai. (3) Manfaat, PATBM di desa pancaroba memberikan 

dampak yang baik di masyarakat, tetapi masih terdapat kelompok yang belum 

menerima dan merasakan program, serta belum mampu melihat kebutuhan 

masyarakat secara umum. (4) Hasil, PATBM di Desa pancaroba dalam penyediaan 

layanan pencegahan dan penanganan belum memadai,kader PATBM  sudah 

mampu beradaptasi dengan cepat dalam menjalankan program nya dimasa 

pandemi. 

(Supriatna dkk, 2021) yang fokus penelitiannya terletak pada Perencanaan Strategis 

DP3AKKB Provinsi Banten dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Studi 

Kasus Program PATBM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan 

Strategis DP3AKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Kependudukan dan Keluarga Berencana) masih belum optimal. Dalam perencanaan 

strategis mempunyai kendala seperti pada pra persiapan mengenai usulan dengan 

fakta dilapagangan kurang sinkronisasi, dalam menilai lingkungan eksternal yang 

kurang terkoordinasi dan bersinergi antar sektor DP3AKKB Kota, LPA Kecamatan, 

Kecamatan/Desa, SDM masih kurang memadai, masih ada yang belum melakukan 

pelatihan PATBM, daya dukungnya sarana dan prasarana pelayanan belum 
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memadai seperti belum mempunyai Unit Pelayanan Teknis, PATBM belum 

mendapat alokasi anggaran dari desa setempat. Perlunya sinkronisasi program 

pencegahan kekerasan antar Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

(Amanda, 2023) yang fokus penelitiannya terletak pada pelaksanaan PATBM di 

kelurahan delima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Berbasis 

Komunitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 

Kecamatan Delima pada tahun 2022 masih belum berjalan secara optimal. Hal ini 

didasarkan pada adanya 4 indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

belum tercapai yakni komunikasi seperti sosialisasi yang dilakukan pihak Delima 

Kelompok PATBM Kecamatan. Sumber daya seperti manusia, anggaran dan 

fasilitas masih tidak cukup untuk melakukan berbagai aktivitas. Struktur birokrasi 

yang belum dilaksanakan dan dilaksanakan dengan baik, seperti sosialisasi dan 

pelatihan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada berbagai pihak 

yang terlibat. Itu merupakan Faktor penghambat pelaksanaan PATBM di 

Kecamatan Delima tahun 2022 adalah anggaran yang terbatas, kemampuan sumber 

daya manusia yang belum memadai dan belum adanya koordinasi dengan pihak 

otoritas kecamatan.  

Berdasarkan dari pernyataan beberapa penelitian terdahulu tersebut maka relevansi 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian 

terkait proses, penilaian dan hamtan terhadap pelaksanaan kebijakan Perlindungan 

Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) melalui enam kriteria evaluasi. 

Sedangkan keterbaharuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin menganalisis dan 

mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan dan capaian kebijakan Perlindungan Anak 

Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang diselenggarakan oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung 

dalam membangun kesadaran masyarakat dan mencapai tujuannya sesuai dengan 

peran, tugas dan fungsinya untuk menekan angka kekerasan dan terpenuhinya hak 

terhadap anak di Kota Bandar Lampung.  

Berdasarkan pada data dan fakta di lapangan bahwasannya kekerasan terhadap anak 

di Kota Bandar Lampung masih belum dapat dikatakan telah sampai pada kondisi 

yang baik. Sehingga untuk menilai pelaksanaan kebijakan tersebut peneliti 
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menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (1999). Oleh 

karena itu, metode pendekatan evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn 

(1999) diharapkan dapat menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, 

analisis kebijakan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang 

dijalankan memberikan dampak dan manfaat kepada publik. 

 

2.2  Konsep Kebijakan Publik  

Kebijakan publik oleh Anggara dalam Dewi (2022) didefinisikan sebagai suatu 

rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan 

dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses 

pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang 

akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh 

pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan 

publik dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang 

banyak karena memiliki perwakilan atas sebagian besar masyarakat. Irfan Islamy 

dalam Suwitri (2008) merangkum berbagai pengertian kebijakan publik, yaitu :  

1. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu 

program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.  

2. Carl J. Friedrick mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang 

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 

tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-

kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu.  

3. James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang 

mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku 

atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.  

4. Amara Raksasataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi 

yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan 

memuat 3 (tiga) elemen yaitu:  

a) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;  
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b) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan;  

c) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata 

dari taktik atau strategi.  

Banyaknya pakar mengemukakan definisi tentang kebijakan tidak mempersulit 

untuk mengambil benang merah pengertian kebijakan. Terdapat beberapa hal yang 

terkandung dalam kebijakan, yaitu:  

1. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang 

berpihak kepada kepentingan masyarakat (interest public). 

2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk 

mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan 

lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-

proyek. 

3. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam 

ataupun luar pemerintahan. 

4. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumberdaya baik 

manusia maupun bukan manusia. 

Keberadaan kebijakan publik di negara modern memiliki fokus utama yaitu 

pelayanan publik, dimana prioritas dari pencapaian negara terhadap pertahanan dan 

peningkatan kualitas hidup lebih diutamakan dan diunggulkan. Tidak hanya 

berfokus pada pelayanan publik, namun kebijakan publik harus bisa 

mengakomodasi berbagai kepentingan dan menyatukan kepentingan yang banyak 

untuk mencapai prioritas dan urgensi dalam menata kepentingan yang lebih umum.  

David Easton dalam Taufiqurokhman (2014) mengatakan bahwa ketika  pemerintah 

membuat kebijakan publik, maka pemerintah perlu mengalokasikan nilai-nilai 

kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengadung seperangkat nilai di 

dalamnya. Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 22 

Tahun (1999), nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai 

demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Harrold 

Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya 

berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. 
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Maka kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-

praktek sosial yang ada di dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-

nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka 

kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. 

Sebaliknya suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan 

praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.  

Dunn dalam Maulana & Nugroho (2019) menyatakan bahwa kebijakan publik 

merupakan serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak 

bertindak) guna menjawab berbagai tantangan yang menyangkut kehidupan 

masyarakat. Atas dasar pengertian tersebut dapat ditemukan elemen yang 

terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana apa yang dikemukakan oleh 

Anderson dalam Prabawati, dkk (2020) menyebutkan yang antara lain mencakup 

beberapa hal berikut.  

1) Kebijakan selalu memiliki tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu  

2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah  

3) Kebijakan adalah tindakan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan 

bukan apa yang dimaksud akan dilakukan 

4) Kebijakan publik memiliki dua sifat, yaitu bersifat positif yang berarti tindakan 

pemerintah mengenai suatu masalah tertentu dan bersifat negatif yakni 

keputusan pejabat pemerintah untuk tidak menjalankan sesuatu 

5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan 

tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif). 

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana 

yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat 

dalam suatu kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dari 

sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik sangat berkaitan dengan apa 

yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan hanya sekedar apa yang 

ingin dilakukan. 
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2.3  Evaluasi Kebijakan Publik 

Setelah suatu kebijakan dijalankan maka bersamaan dengan itu akan dilaksanakan 

evaluasi dan penilaian terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Proses evaluasi 

kebijakan idealnya dilaksanakan sejak awal kebijakan itu dibentuk hingga pada saat 

pengimplementasian kebijakan tersebut. Dalam tahap ini akan diukur sejauh mana 

kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut berjalan efektif dalam menyelesaikan 

permasalahan publik. Perkembangan dunia yang semakin maju mengakibatkan 

permasalahan yang ada juga semakin kompleks. Dengan demikian evaluasi 

berfungsi untuk senantiasa menyesuaikan kebijakan yang dikeluarkan. Oleh karena 

itu, evaluasi kebijakan bisa termasuk dalam tahap proses perumusan permasalahan 

kebijakan, program yang diusulkan dalam penyelesaian permasalahan kebijakan, 

implementasi, serta tahap dari adanya dampak kebijakan tersebut.  

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang sangat kompleks. Hal ini didasari 

oleh adanya keterlibatan beberapa proses dan variabel yang harus dianalisis. 

Pengkajian memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan kepada pengkaji dalam 

melakukan tahapan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, rekomendasi 

kebijakan, pelaksanaan/implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan publik. 

Kebijakan publik juga dimaknai sebagai kegiatan decision dan action yang 

dikerjakan oleh pemerintah yang muncul karena laporan terkait permasalahan di 

masyarakat. 

2.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik  

Pada siklus kebijakan atau tahapan kebijakan publik, evaluasi kebijakan 

merupakan suatu alat untuk mengukur dan menilai suatu pelaksanaan 

kebijakan yang telah ditetapkan. Akbar Firyal & Mohi (2018) berpendapat 

bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka untuk melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap 

jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan terealisasi dengan baik atau 

belum, sehingga tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui apakah suatu 

kebijakan perlu untuk dilanjutkan atau tidak. Evaluasi kebijakan perlu untuk 

dilakukan karena adanya suatu kegagalan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, 

seperti pendapat yang disampaikan Hogwood dan Gunn dalam Tinolah 
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(2016) yaitu penyebab dari policy failure dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

akibat non implementation (tidak terimplementasikan), atau unsuccessful 

(implementasi yang tidak berhasil).  

Kebijakan yang tidak terimplementasikan biasanya terjadi karena pada tahap 

proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, 

dan pada kebijakan yang tidak berhasil ini disebabkan karena tidak adanya 

dampak atau bentuk manfaat yang nyata bagi kelompok atau objek sasaran 

dari kebijakan tersebut. Menurut Dunn dalam U. Supriatna (2022) evaluasi 

merupakan suatu penaksiran (appraisal), pemberian nilai (rating), dan 

penilaian (assessment) untuk menganalisis hasil dari adanya kebijakan dalam 

arti satuan nilai. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/15/M.PAN/7/Tahun (2008) Tentang Pedoman Umum Reformasi 

Birokrasi menyatakan bahwa evaluasi adalah proses kegiatan untuk menilai 

dari hasil suatu kegiatan yang sudah atau sedang dikerjakan atau 

dilaksanakan.  

Evaluasi kebijakan tentu diperlukan dan sangat berguna untuk melihat atau 

menilai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut 

Lester dan Stewart dalam Leji, dkk (2014) mengtakan bahwa evaluasi perlu 

untuk dilakukan dalam melihat kebijakan yang telah dibuat tersebut berhasil 

atau tidak dan sesuai dengan dampak yang diinginkan atau tidak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa, evaluasi merupakan salah satu tahapan atau bagian 

dari pembuatan kebijakan publik yang dilakukan secara bersama-sama untuk 

melakukan penilaian terhadap kebijakan dan program yang telah dibuat oleh 

pemerintah atas permasalahan yang terjadi di masyarakat serta 

menyempurnakan langkah pengambilan kebijakan kedepan.  

Evaluasi dapat berguna untuk melihat apakah kebijakan yang telah dibuat 

untuk menangani permasalahan yang ada tidak terimplementasikan dengan 

baik atau telah terimplementasikan, tetapi tidak memberikan hasil dan 

dampak bagi kelompok sasaran yang dituju. Triyana W (2011) membedakan 

evaluasi kebijakan dalam 2 (dua) macam, yaitu: 
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1) Evaluasi proses yang merupakan sebuah riset dari evaluasi yang 

berdasarkan pada petunjuk teknik (juknis) dan pada petunjuk pelaksanaan 

(juklak). Evaluasi dapat diukur keberhasilan pelaksanaannya jika kebijakan 

tersebut sesuai dengan garis petunjuk yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

Evaluasi proses atau evaluasi formatif merupakan sebuah proses evaluasi 

kebijakan yang memiliki ciri-ciri diantaranya adalah terdapatnya evaluasi 

terhadap proses, menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas standar yang 

telah ditetapkan, menggunakan model implementasi, melihat dampak 

jangka pendek kebijakan.  

Sedangkan tujuan dari evaluasi proses yaitu untuk melihat sampai mana 

kebijakan tersebut dalam mencapai target yang telah ditetapkan, apakah 

penyampaian kebijakan telah sesuai dengan aturan yang diharapkan 

sebelumnya atau belum, dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan dan 

telah dilakukan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Evaluasi proses juga 

memiliki berbagai aspek, yaitu:  

a. Effort Evaluation, pengevaluasian kecukupan input kebijakan,  

b. Performance Evaluation, menganalisis output dibanding dengan input 

kebijakan,  

c. Effectiveness Evaluation, menganalisis kesesuaian pelaksanaan dengan 

sasaran beserta tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya,  

d. Process Evaluation, mengkaji metode pelaksanaan, aturan, serta 

prosedur pelaksanaan kebijakan. 

2) Evaluasi hasil, yaitu sebuah riset yang berdasarkan pada tujuan dari 

kebijakan tersebut. Keberhasilan dalam proses evaluasi kebijakan dapat 

diukur melalui capaian atau melihat sejauh mana progress yang telah 

dicapai. Evaluasi hasil juga biasa disebut sebagai evaluasi sumatif atau 

dampak. Evaluasi sumatif ini memiliki tujuan, yaitu 

a. Menilai apakah kebijakan telah berdampak sesuai dengan yang 

diharapkan atau belum,  

b. Menilai dampak yang berkaitan dengan intervensi kebijakan,  

c. Menganalisis akibat yang tidak diperkirakan positif dan negatifnya. 
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Sementara itu, evaluasi hasil memiliki tipe-tipe dampak, yaitu:  

a. Dampak ekonomi, seperti kebijakan terhadap penghasilan, nilai 

tambah. 

b. Dampak proses pembuatan kebijakan, seperti apa yang akan dikerjakan 

pada kebijakan selanjutnya.  

c. Dampak sikap publik, merupakan dukungan pemerintah pada kebijakan 

tersebut.  

d. Dampak kualitas kehidupan masyarakat, kelompok yang memiliki sifat 

non ekonomis.  

Menurut Anderson dalam (Hasbullah & Anam, 2019) bahwa evaluasi 

merupakan suatu kegiatan yang mencakup estimasi atau penilaian kebijakan 

yang mencakup substansi, implementasi maupun dampak. Namun beberapa 

ahli mengatakan sebaliknya, bahwa evaluasi bukanlah tahap akhir dari suatu 

proses kebijakan publik. Pada dasarnya kebijakan publik dibentuk untuk 

mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan masalah yang 

telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 

evaluasi proses atau evaluasi formatif, dikarenakan evaluasi ini cocok dengan 

fokus penelitian yang peneliti ambil. Hal ini sesuai dengan prinsip evaluasi 

sebagai proses pengukuran serta penilaian, baik terhadap tahap implementasi 

kebijakannya maupun terhadap hasil bekerjanya suatu kebijakan atau 

program tertentu, apakah hasil yang dijalankan memberikan dampak bagi 

masyarakat atau hasil yang dicapai belum memenuhi harapan yang ditetapkan 

dalam indicator keberhasilan program maupun kebijakan, sehingga dengan 

evaluasi ini dapat menjadi suatu penilaian untuk pertimbangan dalam 

menentukan langkah yang akan diambil dimasa yang akan datang. 

 

2.3.2 Tujuan Evaluasi Kebijakan   

Evaluasi kebijakan juga memiliki tujuan menurut Subarsono (2013), yaitu:  

1) Menentukan tingkatan kinerja dalam suatu kebijakan, bisa diketahui 

sasaran pencapaian tujuan kebijakannya  
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2) Untuk mengukur tingkat efisiensi pada suatu kebijakan, bisa diketahui 

biaya dan manfaat dari suatu kebijakan 

3) Untuk mengukur tingkat keluaran (output) pada suatu kebijakan 

4) Untuk mengukur dampak kebijakan, bisa dampak positif maupun negatif 

5) Untuk mengetahui jika adanya suatu penyimpangan yang terjadi dalam 

pelaksanaan kebijakan, yaitu dengan cara membandingkan tujuan dan 

sasaran dengan pencapaian target kebijakan yang dibuat  

6) Untuk bahan masukan (input) dalam kebijakan yang akan datang 

Tujuan terakhir dari evaluasi kebijakan yaitu memberikan pendapat untuk 

proses kebijakan selanjutnya agar kebijakan selanjutnya bisa menghasilkan 

kebijakan yang lebih baik. Tujuan dari evaluasi kebijakan ini sangat penting 

dalam melakukan proses evaluasi kebijakan, dengan adanya tujuan tersebut 

maka manfaat, hasil, dan dampak dari suatu kebijakan bisa diketahui. 

 

2.3.3 Kriteria Evaluasi Kebijakan 

Pada hal ini, kriteria evaluasi digunakan untuk melihat dan menilai 

bagaimana suatu kebijakan, khususnya kebijakan Perlindungan Anak 

Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung dapat 

dikatakan berhasil atau gagal dalam penerapannya. Oleh karena itu evaluasi 

diperlukan bukan hanya sekedar untuk mengungkap dan menjatuhkan hasil, 

tetapi untuk menilai dan meningkatkan agar langkah strategis yang akan 

diambil kedepan dapat diambil dengan baik dan bijak. Dalam menilai suatu 

kebijakan terdapat beberapa kriteria yang digunakan sesuai yang 

dikemukakan oleh (Dunn, 1999) diantaranya sebagai berikut. 

1) Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil 

(akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya 

tindakan. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata 

dampak yang diberikan tidak mampu memecahkan permasalahan yang 

dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan 

tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya 
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tidak langsung efektif dalam jangka pendek, tetapi akan terlihat hasilnya 

setelah melalui proses tertentu. Oleh karena itu ukuran efektivitas 

merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan 

yang akan dicapai. Selain itu, efektifitas menunjukkan pada tingkat sejauh 

mana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya 

secara optimal. 

2) Efisiensi, menjelaskan bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha 

yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi 

biasanya ditentukan melaui perhitungan biaya per unit produk atau 

layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya 

terkecil dinamakan efisiensi. Maka dapat dikatakan ketika sasaran yang 

ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana 

sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau 

besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. maka kegiatan pada 

pelaksanaan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk 

dilaksanakan. 

3) Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas 

dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menyebabkan 

adanya masalah. Kecukupan masih terkoneksi dengan efektivitas yang 

mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat memberikan kepuasaan 

pada kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah 

yang ada. Sebelum suatu kebijakan disahkan dan dilaksanakan perlu 

diadakan analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan 

sasaran yang ingin dicapai, apakah caranya sudah sesuai atau menyalahi 

aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar. 

4) Pemerataan, bahwa kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah 

kebijakan yang usahanya didistribusikan secara adil. Suatu program 

tertentu mungkin dapat efektif dan tercukupi apabila biaya manfaat 

merata. Maka suatu program tertentu mungkin dapat berjalan dengan 

efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat diberikan secara 

merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran. 
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5) Responsivitas, keberhasilan kebijakan dapat diukur melalui tanggapan 

masyarakat terhadap pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi 

pengaruh apa yang akan terjadi jika suatu kebijakan dilaksanakan. 

Masyarakat yang menanggapi suatu dampak kebijakan dapat dirasakan 

dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif 

berupa penolakan. Kriteria responsivitas penting karena analisis dapat 

memuaskan kriteria lainnya. Oleh karena itu, kriteria responsivitas 

merupakan cerminan nyata kebutuhan, preferensi dan nilai dari kelompok-

kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan 

perataan. 

6) Ketepatan, adalah kriteria yang dipakai untuk melakukan seleksi terhadap 

alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari 

alternatif yang direkomendasi tersebut merupakan pilihan tujuan yang 

layak. 

 

2.3.4 Fungsi Evaluasi Kebijakan  

Melalui evaluasi kebijakan maka dapat terlihat realitas pelaksanaan program 

dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas 

yang diamatinya. menurut (Pramono, 2020) evaluasi kebijakan memiliki 4 

Fungsi, dijelaskan sebagai berikut: 

1) Ekspalanasi 

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat 

dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai 

dimensi realitas yang diamatinya. Disini evaluator dapat menemukan 

variabel-variabel kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan suatu program. Dengan demikian evaluator dapat 

mengidentifikasi tujuan-tujuan yang apa yang akan tercapai, mengapa 

tujuan itu harus dicapai dan bagaimana mencapainya.  

2) Kepatuhan 
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Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh 

para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain, sesuai dengan standar dan 

prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. 

3) Auditing 

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke 

tangan kelompok sasaran maupun penerima lain (individu, keluarga, 

birokrasi desa, dan lain-lain) yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan. 

Tidak adakah penyimpangan dan kebocoran?  

4) Akunting  

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan 

tersebut. Dalam kaitannya dengan dampak, evaluasi implementasi 

mengamati dampak jangka pendek atau dampak sementara, sedangkan 

evaluasi dampak mengamati dampak tetap atau dampak jangka panjang. 

Dalam penelitian ini jenis evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi 

implementasi untuk mengamati dampak jangka pendek kebijakan.  

Dari semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar dapat diketahui 

apakah kebijakan itu sudah dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan dan 

mengenai sasaran serta dapat mencapai tujuan pedoman maka perlu diadakan 

evaluasi kebijakan. Sebab dengan evaluasi kebijakan, kita dapat mengetahui 

pelaksanaan kebijakan dan pengukuran hasil-hasil yang dicapai. Pada 

dasarnya evaluasi kebijakan tersebut bermaksud mengetahui aspek proses 

pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan 

efektivitas dampak kebijakan. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dalam evaluasi kebijakan, terdapat 4 (empat) fungsi evaluasi kebijakan, yaitu 

eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Setiap proses kebijakan pasti di 

evaluasi untuk mengetahui kesalahan dan keterbatasan pada kebijakan 

tersebut. 
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2.4  Perlindungan Anak Tepadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 

Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun (2022) Tentang 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat menjelaskan bahwa 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan sebuah 

gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja 

secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM 

merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-

upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi 

perubahan pemahaman, sikap dan perilaku dalam memberikan penyuluhan, 

sosialisasi, deteksi dini, monitoring, dan respon cepat ketika terjadi penyimpangan 

terhadap anak. Hal tersebut tidak lain agar anak dapat mendapatkan perlindungan 

khusus sehingga anak tetap terlindungi dan terpenuhi hak-haknya. 

Masalah Perlindungan Anak bukan hanya Isu Multisektor yang melibatkan 

Kementerian dan Lembaga saja namun masyarakat juga turut dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak, hal ini sejalan dengan Pasal 72 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun (2014) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Masyarakat berperan serta dalam 

penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adanya program Perlindungan Anak 

Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menjadi modalitas bagi masyarakat untuk 

dapat mengamati, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan 

memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya 

sendiri (Pribudiarta, 2016). 

Metode pelaksanaan PATBM ini dapat dikatakan proaktif karena melibatkan semua 

elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak untuk memastikan hak-

hak anak terpenuhi dan terbebas dari kekerasan di masyarakat. Untuk membantu 

menyelenggarakan Perlindungan Anak, organisasi kemasyarakatan dan lembaga 

pendidikan melakukan pekerjaan mereka dengan mengambil tindakan yang 

diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Titik 

berat kegiatan PATBM adalah kegiatan pencegahan dan promotif kekerasan. 

Dilakukan upaya promosi dan pencegahan ini untuk menciptakan norma anti 

kekerasan, mengajarkan orang tua untuk menjaga anak mereka dari norma 
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kekerasan, dan mengajarkan anak-anak bagaimana melindungi diri mereka sendiri 

dari tindak kekerasan. Tujuan dari PATBM secara jelas telah diatur dalam Sitepu 

(2016) mengenai petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan kampanye dan pengelolaan 

model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yaitu, : 

1) Terlaksananya   gerakan   perlindungan   anak   terpadu   berbasis   masyarakat   

di   tingkat desa/kelurahan 

2) Terlaksananya pengelolaan PATBM di desa/kelurahan secara efektif dan efisien. 

3) Terlaksananya pendampingan oleh fasilitator PATBM Kabupaten/Kota di Desa 

PATBM 

4) Terlaksananya   kampanye   PATBM   secara   masif   kepada   masyarakat   

desa/kelurahan sebagai upaya meningkatkan kasadaran warga masyarakat untuk 

melakukan perlindungananak dari tindak kekerasan 

5) Mendorong   partisipasi   masyarakat   untuk   terlibat   secara   aktif   dalam   

pencegahan kekerasan terhadap  anak  dan merespon  dini  kekerasan  terhadap  

anak di  wilayahnya melalui jejering dengan lembaga layanan setempat  

6) Terdokumentasikannya ‘kebijaksanaan lokal’ untuk melakukan penyadaran 

masyarakat atas perlindungan anak dari tindak kekerasan.  

Kegiatan menolong korban tidak sepenuhnya ditangani melalui PATBM. Karena 

PATBM berperan sebagai actor pencegahan kekerasan terhadap anak, kemudian 

PATBM juga berfungsi membantu korban agar dapat cepat dideteksi dan ditolong, 

dengan upaya penyuluhan dan pemberian informasi korban diharapkan dengan 

cepat dan mudah mencari pertolongan. PATBM perlu mengembangkan jejaring 

yang dapat membantu dapat mengoptimalkan kegiatannya. Untuk itu kerja sama 

dengan organisasi desa yang lain seperti PKK, Posyandu, perkumpulan bapak-

bapak atau perkumpulan remaja/karang taruna, forum anak tingkat desa menjadi 

penting. Sementara itu, untuk kegiatan penguatan kemampuan, PATBM dengan 

dibantu pemerintah desa/kelurahan dan badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

kabupaten/kota dapat mengembangkan jejaring yang bersifat teknis dengan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain, LKS/LSM, sekolah/lembaga pendidikan, 

LBH, Puskesmas, atau lembaga lain yang menyediakan pelayanan yang diperlukan.  
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Meski bersifat gerakan warga masyarakat di suatu wilayah, tidak berarti 

pengorganisasian PATBM menjadi tidak penting. Sehingga dalam PATBM ini 

fungsi pengorganisasian merupakan tahapan yang sangat penting untuk 

membangun gerakan yang efektif dan berkelanjutan dengan melaksanakan tugas 

dan menjalankan fungsinya sesuai dengan pedoman PATBM yang dikoordinir 

langsung oleh kementerian melalui pemerintah daerah nya masing-masing. 
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2.5  Kerangka Pikir  

Adapun yang menjadi kerangka berpikir dari evaluasi kebijakan Perlindungan Anak 

Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Perlindungan Perempuan dan 

Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung sebagai berikut. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024 

Kebijakan 

 PATBM 

Teori 

Model Kriteria Evaluasi William 

N. Dunn (1999), 

1. Efektifitas 

2. Efisiensi 

3. Kecukupan 

4. Pemerataan 

5. Responsivitas 

6. Ketepatan 

 

Berhasil 

Kebijakan PATBM dinilai 

berhasil sesuai dengan kriteria 

Evaluasi Kebijakan 

 

Tidak Berhasil 

Kebijakan PATBM dinilai 

tidak berhasil sesuai dengan 

kriteria Evaluasi Kebijakan 

 

Masalah 

1. Angka kekerasan anak mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021  

2. Bandar lampung menempati posisi pertama dengan kasus kekerasan 

terhadap anak dan perempuan 

3. Provinsi Lampung menempati posisi ke 15 dengan tingginya kasus 

kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia 

 

Output 

1. angka kekerasan terhadap anak masih meningkat 

2. upaya yang dilakukan belum maksimal dan optimal 

3. cukup memberikan pemahaman tetapi belum maksimal 

4. PATBM sudah terbentuk diseluruhh wilayah Bandar Lampung 

5. masyarakat masih belum mengetahui peran dan fungsi PATBM 

6. Belum sepenuhnya berhasil membantu pemerintah menekan kekerasan 

pada anak 
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III.  METODE PENELITIAN 

  

 

 

3.1 Tipe Penelitian   

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah tipe 

penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. yaitu tipe penelitian 

yang berusaha untuk menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa 

adanya. Sementara itu, proses pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah pendekatan kualitatif. Menurut Bugdon dan Taylor dalam Subandi (2011) 

mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun bentuk 

dari tindakan suatu kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut Kirk dan Miller (1986) 

dalam Moleong (2001) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan manusia dalam lingkungannya sendiri dan berhubungan dengan orang-

orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati.  

Penelitian kualitatif berupaya memberikan suatu gambaran tentang peristiwa atau 

fenomena sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, dimana data yang 

dihasilkan yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diolah dan dapat diamati. Penelitian ini berusaha menggambarkan kenyataan 

di lapangan terkait proses, pelaksanaan, dan realisasi dalam penelitian Evaluasi 

kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung.  
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3.2 Fokus Penelitian   

Fokus penelitian ini berguna untuk memberikan suatu batasan penelitian sehingga 

peneliti mampu menetapkan suatu keputusan yang tepat mengenai data yang akan 

digunakan untuk melakukan penelitian. Maka dari itu, dalam penelitian kualitatif 

diperlukan suatu fokus penelitian yaitu batasan batasan masalah yang berisi pokok 

masalah yang bersifat umum (Sugiyono, 2013). Mengingat pentingnya fokus 

penelitian maka penelitian ini akan berfokus pada penilaian dan pelaksanaan 

melalui evaluasi kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat 

(PATBM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) 

Kota Bandar Lampung dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang 

dikemukakan oleh Dunn (1999). Berikut merupakan uraian mengenai focus 

penelitian ini. 

1) Efektifitas 

Efektifitas merupakan suatu bentuk kriteria yang didalamnya memuat suatu 

kebijakan sesuai dengan target atau tujuan. Dalam kriteria ini maka dapat 

digambarkan bagaimana kebijakan PATBM ini mencapai tujuan yang telah 

ditentukan oleh Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dan Relawan PATBM. 

2) Efisiensi 

Efisiensi berkenaan dengan upaya yang diperlukan agar menghasilkan tingkat 

efektivitas tertentu. Pada kriteria ini dapat dilihat seberapa banyak upaya yang 

dilakukan oleh pihak-pihak terkait PATBM dalam mencapai tujuan. 

3) Kecukupan  

Kecukupan berkenaan dengan seberapa besar tingkat efektifitas suatu 

kebijakan dapat memenuhi kebutuhan dan nilai yang timbul akibat adanya 

masalah. Dalam kriteria ini ingin melihat bagaimana Dinas PPPA Kota Bandar 

Lampung dan Relawan PATBM dapat memnuhi tuntutan dan kebutuhan yang 

diberikan oleh masyarakat. 

4) Perataan 

Perataan berkaitan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan, pada 

kriteria ini bagaimana pelaksanaan kebijakan PATBM dapat terlaksana secara 

menyeluruh di wilayah Kota Bandar Lampung. 
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5) Responsivitas 

Berkaitan dengan tingkat suatu kebijakan dapat mengenali kebutuhan ataupun 

nilai kelompok masyarakat tertentu dan mengembangkan program program 

sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pada kriteria ini merujuk pada 

keselarasan antara kebijakan PATBM dengan tuntutan yang terjadi di 

masyarakat. 

6) Ketepatan 

Berkaitan dengan menseleksi sejumlah alternatif yang dijadikan sebagai 

rekomendasi dengan menilai apakah alternatif tersebut merupakan pilihan 

kebutuhan yanag layak. Pada kriteria ini bagaimana kebijakan PATBM 

dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak diselesaikan. 

 

 

 

3.3  Lokasi Penelitian   

Lokasi penelitian merupakan tempat objek penelitian penulis dilaksanakan. 

Penentuan lokasi penelitian ini akan memberikan suatu kemudahan bagi penulis 

untuk melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung yang 

beralamatkan di jalan Dokter Susilo No.1A, Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara, 

Kota Bandar Lampung.  

Dinas PPPA mempunyai tugas dan wewenang dalam memberdayakan, melindungi 

serta memenuhi hak hak yang sudah seharusnya diperoleh perempuan dan anak. 

Oleh karena itu alasan peneliti mengambil lokasi ini sebagai lokasi penelitian 

dikarenakan sesuai dengan UU No. 35 tahun 2014, terutama pasal 72 UU No. 35 

yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan 

anak, yang kemudian Kementerian PP&PA menginisiasi lahirnya sebuah strategi 

gerakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dikelola oleh 

sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa atau kelurahan). Melalui 

PATBM ini diharapkan masyarakat dapat mengenali, menelaah dan mengambil 

insiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungannya secara 

mandiri. Namun pada lokasi ini masih terlihat dengan kehadiran dan terbentuknya 
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PATBM yang tersebar diseluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota 

Bandar Lampung belum mampu menjadikan Kota ini bebas dari kekerasan anak, 

hal ini terbukti Bandar Lampung menempati posisi pertama sebagai kota dengan 

kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Lampung. 

 

 

 

3.4  Jenis dan Sumber Data Penelitian   

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa susunan kata-kata, tindakan, dan 

data tambahan seperti dokumen dan sebagainya. Sumber data yang digunakan 

peneliti adalah sebagai berikut:  

1) Data Primer, menurut Bungin dalam Rahmadi (2011) data primer adalah data 

yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek 

penelitian. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam 

bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau orang yang kita 

jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian 

ini, peneliti ingin memperoleh data primer melalui wawancara dan observasi 

dengan pihak yang terlibat untuk mengevaluasi kebijakan Perlindungan anak 

terpadu berbasis masyarakat di dinas PPPA Kota Bandar Lampung.  

2) Data sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau data siap yang tinggal diambil 

oleh peneliti, karena memang sudah tersedia, dari bahan-bahan Pustaka (Siyoto 

& Sodik, 2015). Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan yang 

kemudian diolah, atau diinterpretasikan oleh seseorang atau suatu proses 

sebelumnya.     

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data adalah cara memperoleh data yang relevan untuk 

menjawab rumusan masalah peneliti (Noor, 2011). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kualitatif dimana 

pengumpulan data didapatkan melalui bentuk kata kata dan pernyataan. Dalam 

proses pelaksanaannya peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui :  
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1) Wawancara  

Wawancara menurut Mulyana dalam Hasan, dkk (2009) adalah bentuk 

komunikasi yang dilakukan antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan 

pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. peneliti bertindak sebagai 

pewawancara sekaligus pemimpin proses wawancara tersebut guna mencari 

tahu informasi secara mendalam dari responden terkait evaluasi kebijakan 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas 

Permberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar 

Lampung. Pada ini ditentukan key informan sebagai informasi utama yang 

lebih mengetahui situasi terkait fokus penelitian ini. Adapun informan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 4. Informan Penelitian 

No. Informan Data yang dicari 

1. 

Elly Rinawaty, S.H., MH (Seksi Analisis 

dan Penyajian Data Bidang Data Informasi 

Gender dan Anak) 

Pihak yang mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis dan 

menyajikan data serta informasi 

terkait gender dan anak 

2. 

Toni Fisher (Direktur Lembaga Pemerhati 

Hak Perempuan dan Anak (LPHPA) dan 

Fasilitator PATBM Kota Bandar Lampung) 

Penilaian terhadap pelaksanaan 

PATBM dan tanggapan terkait 

kontribusi dan kekurangan  selama 

PATBM berjalan di Kota Bandar 

Lampung 

3. 
Meidiana Sari (Fasilitator PATBM Kota 

Bandar Lampung) 

Penilaian terhadap pelaksanaan 

PATBM dan tanggapan terkait 

kontribusi dan kekurangan  selama 

PATBM berjalan di Kota Bandar 

Lampung 

4. 
Poni Pawiro (Kader PATBM Kel. 

Sumberrejo Sejahtera, Kec. Kemiling 
Sebagai pelaksana PATBM  

5. 
Hartini (Kader PATBM Kel. Bumi Waras, 

Kec. Bumi Waras) 
Sebagai pelaksana PATBM 

6. 
Sri Kuncari (Kader PATBM Kel. Gunung 

Sulah, Kec. Way Halim) 
Sebagai pelaksana PATBM 

7. Yuni (Warga Kemiling) Meminta Penilaian terkait PATBM 

8. Dewi (Warga Kemiling) Meminta Penilaian terkait PATBM 

9. Erna (Warga Kemiling) Meminta Penilaian terkait PATBM 

10. Hartati (Warga Bumi Waras) Meminta Penilaian terkait PATBM 

11. Nurhasanah (Warga Bumi Waras) Meminta Penilaian terkait PATBM 

12. Diana (Warga Bumi Waras) Meminta Penilaian terkait PATBM 

13. Dahlena (Warga Bumi Waras) Meminta Penilaian terkait PATBM 

14. Dania (Warga Way Halim) Meminta Penilaian terkait PATBM 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024 
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2) Observasi  

Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat fakta fakta yang 

diperlukan oleh peneliti, sehingga memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif kepada peneliti tentang apa yang mereka pelajari. Obyek yang 

peneliti amati adalah pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Terpadu 

Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Bandar Lampung dan pelaku utama 

yang menjadi kader PATBM dari tahap awal hingga akhir. Berikut table 

observasi pada penelitian ini : 

Tabel 5. Daftar Observasi Penelitian 

No. Penemuan  Keterangan 

1.  Sosialisasi PATBM Bersama Dinas 

PPPA 

Kegiatan yang difungsikan sebagai 

penguatan dan peningkatan kapasitas 

kader PATBM hanya satu tahun sekali 

2.  Komunikasi Dinas PPPA dengan 

Kader PATBM 

Terbangunnya komunikasi yang 

responsive melalui Group WhatssApp 

terkait pemberian informasi dan arahan 

3.  Sedikitnya jumlah kader dan terdapat 

perbedaan jumlah kader dibeberapa 

wilayah  

Sedikitnya kader yang ada mempengaruhi 

tingkat pergerakan dan jangkauan yang 

dilakukan oleh kader, dan perbedaan 

jumlah diakibatkan permintaan kader yang 

memiliki wilayah yang luas 

4. Tidak adanya sarana prasarana Sarana penunjang kegiatan PATBM tidak 

ada seperti ruang pelaporan khusus di 

kelurahan, buku kegiatan PATBM 

5. PATBM tidak masuk pada struktur 

Lembaga masyarakat di tingkat 

kelurahan/desa 

PATBM tidak ada perbedaan dengan 

Lembaga lainnya karena PATBM 

Lembaga masyarakat, tetapi ditemukan 

bahwa PATBM tidak termasuk dalam 

struktur tersebut. 

6.  Jadwal kegiatan yang tidak rutin, 

evaluasi dan monitoring yang sudah 

tidak berjalan 

PATBM tidak memiliki jadwal kegiatan 

yang rutin, dan seringkali bergerak ketika 

respon kasus cepat. Dan evaluasi serta 

monitoring yang sudah tidak berjalan baik 

dari Dinas PPPA maupun di lingkungan 

internal Kader PATBM. 

7. Adanya modul atau sarana buku 

sebagai penunjang keberhasilan 

PATBM 

Modul-modul yang dibuat membantu 

kader dalam menjalankan kegiatan, karena 

memenuhi kebutuhan kader dilapangan 

   

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2024 

3) Dokumentasi   

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah dilalui atau telah terjadi 

(Wekke, 2019).  Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yag 

digunakan dalam mendapatkan data melalui dokumen yang berkaitan dengan 
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fokus masalah yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam hal ini adalah 

dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis seperti laporan, buku catatan 

harian, notulen rapat dan sebagainya yang sekiranya termuat data terkait 

informasi yang dibutuhkan peneliti.  

 
Tabel 5. Daftar Dokumentasi 

No. Dokumen Keterangan 

1. 

 

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 pasal 16 

ayat (1) 
Tentang Perlindungan Anak 

2. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 pasal 72 

Tentang Peran Masyarakat dalam 

Perlindungan Anak, baik secara 

perseorangan maupun kelompok 

3. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 

13 ayat (1) 

Tentang Hak Anak untuk 

mendapatkan Perlindungan dan 

Perlakuan 

4. 

 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 

5. 
Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung 

Nomor 48 Tahun 2021 

Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja DPPPA Kota 

Bandar Lampung 

 

6. 

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 

Tahun 2022 

 

Tentang Perlindungan Anak Terpadu 

Berbasis Masyarakat (PATBM) 

7. 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanya dan 

pengelolaan model PATBM 
Tentang Petunjuk Teknis PATBM 

8. 

 
Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 

tentang Strategi Nasional 

Penghapusan Kekerasan Terhadap 

Anak (STRANAS PKTA) 

9. 
Surat Keterangan Walikota Kota Bandar 

Lampung tentang PATBM 

Penetapan Tim Kerja PATBM pada 

kegiatan penyediaan layanan bagi 

anak yang memerlukan perlindungan 

khusus 

10. 
Pedoman Perlindunagan Anak Terpadu 

Berbasis Masyarakat (PATBM) 
Dokumen PATBM 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024 

 

 

 

3.6  Teknik Analisis Data   

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data yang dimulai dari 

pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

model interaktif akan digunakan untuk kondensasi dan penyajian data dengan 

memperhatikan hasil data yang dikumpulkan, selanjutnya masuk dalam proses 
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penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dkk., 2014). Berikut tahapan dalam 

melakukan teknik analisis data. 

1) Pengumpulan Data 

Proses analisis data diawali dengan proses pengumpulan data yang diperoleh di 

lapangan. Diawali dengan observasi untuk mendapatkan fenomena yang terjadi, 

kemudian dilanjutkan dengan penentuan instrument pertanyaan, melakukan 

wawancara dan pengambilan dokumentasi visual maupun audio yang bertujuan 

untuk menyempurnakan penjelasan fenomena dan memudahkan proses analisis 

data. Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan di reduksi, di analisis dan 

disajikan sepertihalnya laporan tentang data data kekerasan pada anak, data 

pelaksanaan PATBM yang diperoleh melalui wawancara, observasi maupun 

dokumentasi. 

2) Kondensasi Data 

Kondensasi data adalah proses penyederhanaan, memfokuskan, pemilihan, 

transformasi dan pengabstraksian data yang terdapat didalam catatan lapangan 

dan transkrip penelitian sebagai rangkaian kegiatan analitis yang berurutan. 

a. Selecting, peneliti harus memilih dimensi mana saja yang penting, dimensi 

mana yang bermakna dan mempunyai konsekuensi, serta informasi apa yang 

dapat ditangkap dan dianalisis. Peneliti mengumpulkan dan menyaring 

berbagai informasi berbeda untuk mendukung data penelitian terkait 

pelaksanaan PATBM. 

b. Focusing, Langkah ini merupakan kelanjutan dari proses seleksi data. Peneliti 

harus fokus pada data yang relevan dengan rumusan masalah. Fokus pada 

rumusan masalah dalam penelitian ini terkait evaluasi pelaksanaan kebijakan 

PATBM. 

c. Abstracting, pada tahap ini peneliti berusaha untuk meyusun rangkuman inti, 

proses dan pernyataan-pernyataan yang relevan. Data yang telah 

dikumpulkan akan dievaluasi terkait kualitas dan kecukupan data untuk 

menjawab masalah yang diteliti. 

d. Simplifying dan Transforming, data yang telah dikumpulkan akan 

disederhanakan dan diubah dengan berbagai cara yaitu melalui seleksi 
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ringkasan dan uraian singkat, pengelompokkan data dalam satu pola yang 

luas dan selanjutnya penyederhanaan data-data tersebut. 

3) Penyajian Data 

Pada tahapan ini, data terkait evaluasi kebijakan Perlindungan Anak Terpadu 

Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Permberdayaan Permpuan dan 

Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung yang telah dipilah dan 

disederhanakan kemudian akan disajikan dalam bentuk gambar, tabel, ataupun 

tulisan yang disusun secara logis dan sistematis agar pembaca dapat memahami 

fokus penelitian tersebut. 

4) Penarikan Kesimpulan 

Pada tahapan ini, dilakukan penarikan kesimpulan dari data data yang telah 

didapatkan dan disajikan sebelumnya melalui deskripsi ataupun gambaran 

terkait hasil penelitian yang didapatkan mengenai evaluasi pelaksanaan 

kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada 

Dinas Permberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar 

Lampung.  

 

  

3.7  Teknik Keabsahan Data   

Data yang baik, benar dan lengkap akan menentukan suatu penilaian baik dan 

benarnya suatu peneltiaian (Saleh, 2017). Maka dalam memperoleh pencapaian 

keabsahan pada suatu data maka diperlukan beberapa tahapan yang harus 

dilakukan.  Oleh sebab itu, data dapat dikatakan valid apabila data yang diperoleh 

oleh peneliti sesuai dengan data yang benar-benar terjadi pada subjek penelitian. 

Terdapat empat teknik uji keabsahan data menurut Sugiyono (2013), yaitu sebagai 

berikut:   

1) Credibility   

Uji kredibilitas data digunakan untuk menjamin kepercayaan pada temuan 

penelitian. Uji kredibilitas dilakukan melalui meningkatkan ketekunan, 

triangulasi, dan menggunakan bahan referensi seperti foto-foto. Meningkatkan 

ketekunan dilakukan dengan membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian, 

dan dokumentasi-dokumentasi terkait dengan temuan yang diteliti. Triangulasi 
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merupakan cara pengecekan data dari berbagai sumber atau teknik yang berbeda. 

Beberapa teknik yang digunakan dalam triangulasi meliputi triangulasi waktu, 

triangulasi teknik, dan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber yaitu dengan mengecek data yang telah didapatkan melalui 

beberapa sumber.  

2) Transferability 

Transferability dalam penelitian kualitatif mengacu pada sejauh mana hasil 

penelitian dapat diterapkan ke konteks atau situasi lain. Oleh sebab itu, peneliti 

harus memberikan uraian secara rinci, jelas, dan sistematis sehingga pembaca 

memahami hasil penelitian dan dapat menentukan dapat atau tidaknya untuk 

menerapkan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Penelitian memenuhi 

standar transferabilitas jika pembacanya mempunyai pemahaman yang jelas 

tentang suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (transferability).  

3) Dependability   

Pengujian dependability dilakukan dengan cara pembimbing mengawasi dan 

memeriksa keseluruhan aktivitas peneliti selama penelitian. Peneliti harus 

mampu menunjukkan cara menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, 

menentukan sumber data, menganalisis data, menguji keabsahan data, dan 

menyusun kesimpulan kepada dosen pembimbing.   

4) Confirmability  

Uji confirmability (kepastian data) artinya menguji hasil penelitian yang 

dikaitkan dengan proses yang dilaksanakan. Jika hasil penelitian adalah fungsi 

dari proses penelitian yang dilaksanakan, maka penelitian tersebut telah 

memenuhi standar confirmability. Dalam penelitian harus ada hasil yang 

dibuktikan dengan proses penelitian. Uji kepastian dapat dilakukan dengan 

meminta persetujuan dari sejumlah orang termasuk dosen pembimbing terhadap 

pendapat mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan 

data-data yang dibutuhkan. 
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan mengenai Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 

Masyarakat (PATBM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung yang dilihat dengan kriteria evaluasi menurut 

William N. Dunn (1999) : 

1. Efektivitas 

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka, capaian kebijakan PATBM untuk 

mencegah kekerasana, merubah dan menguatkan norma agar mendukung anti 

kekerasan di masyarkat serta menurunkan angka kekerasan pada anak di Kota 

Bandar Lampung masih belum tercapai secara maksimal dan optimal. Hal tersebut 

dikarenakan pelaksanaan kegiatan PATBM yang ada tidak memiliki target capaian, 

tidak adanya perencanaan yang terjadwal dan sistematis, tidak adanya evaluasi dan 

monitoring secara rutin hingga cenderung bergerak Ketika merespon kasus atau ada 

informasi yang diarahkan oleh coordinator PATBM kecamatan maupun Dinas 

PPPA. 

2. Efisiensi 

Pada indicator efisiensi kebijakan PATBM belum sesuai dengan kriteria ini, 

dikarenaka untuk mencapai tujuan yang maksimal dibutuhkan usaha atau 

sumberdaya yang maksimal. Hal ini terlihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh 

Dinas PPPA maupun kader PATBM dalam mencapai hasil yang diinginkan, tetapi 

dalam mencapai tujuan pelaksanaanya masih belum maksimal dikarenakan 

keterbatasan sumber daya seperti anggaran, tenaga maupun waktu.  
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3. Kecukupan  

Pada indikator kecukupan dapat dilihat bahwa nilai manfaat atau dampak yang 

diberikan belum sepenuhnya cukup dikarenakan belum adanya kegiatan yang rutin 

dan tidak terjangkaunya seluruh lapisan masyarakat, hanya beberapa atau Sebagian 

masyarakat saja yang mengetahui maupun menerima manfaat kehadiran PATBM 

walaupun dalam beberapa kasus kekerasan mendapatkan respon cepat dari 

PATBM.  

4. Pemerataan 

PATBM sudah dibentuk secara merata dan serentak diseluruh Kota Bandar 

Lampung ditingkat kecamatan maupun kelurahan, selain itu pelatihan yang 

diberikan juga sudah merata untuk pengembangan kapasitas kader PATBM hanya 

saja dari sisi pelaksanaan PATBM belum sepenuhnya menjangkau seluruh 

wilayahnya secara merata baik untuk mempromosikan maupun memberikan 

pemahaman terkait peran dan fungsinya PATBM dimasyarakat.  

5. Responsivitas  

Dalam hal ini indicator responsivitas melihat tanggapan masyarakat terkait 

kebijakan PATBM dalam memberikan dampak atau perubahan bagi mereka sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan. Analisis yang didapatkan menghasilkan 

responsivitas masyarkat belum dikatakan baik karena masih banyak masyarakat 

dilingkungannya yang tidak mengetahui keberadaan, peran dan fungsi PATBM 

atau bahkan acuh terhadap segala program yang berkaitan dengan ranah social atau 

perlindungan anak. Akibat ketidaktahuan masyarkat menjadikan kehadiran dan 

tujuan PATBM belum maksimal dirasakan oleh masyarkat. 

6. Ketepatan 

Pada kriteria ketepatan, PATBM belum bisa dikatakan tepat dalam menurunkan 

angka kekerasan terhadap anak melalui proses pencegahan yang dilakukan, hal ini 

disebabkan belum terlaksananya prinsip prinsi PATBM secara maksimal, dari segi 

kegiatan social PATBM sering terlibat didalam sana tetapi ruang tersebut 

cenderung kurang efektif dalam penyampaian nilai maupun norma pencegahan 
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kekerasan terhadap anak. sehingga penilaian untuk melihat tepatnya kebijakan 

PATBM dalam mencapai tujuan yang ditetapkan belum sepenuhnya berhasil. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan analisis dan kesimpulan diatas, peneliti bermaksud memberikan 

rekomendasi yang sekiranya dapat bermanfaat untuk meningkatkan nilai dan 

pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarkat (PATBM) 

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota 

Bandar Lampung, dengan : 

Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota 

Bandar Lampung : 

1) Dinas PPPA harus memberikan target capaian kerja dan menjadwalkan 

kegiatan evaluasi yang terencana serta terkoordinir bersama kader PATBM 

ditingkat Kecamatan untuk menilai capaian hasil yang didapatkan selama 

waktu yang ditentukan. 

2) Dinas PPPA dan lembaga terkait perlu untuk lebih terbuka terhadap segala 

umpan balik yang diberikan masyarakat dan menggabungkan masukan 

tersebut sebagai langkah penyempurnaan program. Pemantauan terhadap 

persepsi masyarakat dan kader PATBM juga perlu untuk menjadi bagian 

yang terintegrasi dalam evaluasi kebijakan PATBM, sehingga dapat 

mengidentifikasi berbagai bentuk perubahan persepsi yang terjadi seiring 

waktu dan mampu mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan. 

3) Dinas PPPA dari segi anggaran disarankan untuk ditingkatkan, 

alternatifnya bisa mengarahkan dan mensosialisasikan kader PATBM 

dalam memanfaatkan pedoman anggaran PATBM agar dapat 

memanfaatkan dana kelurahan dengan memperhatikan formulasi kegiatan 

dan prosedur atau perencanaan anggaran untuk direkomendasikan dalam 

rencana anggaran desa atau kelurahan. Selanjutnya perlu adanya 

konsistensi dan rutinitas penyampaian informasi serta tindakan promotive 

Kebijakan PATBM kepada masyarakat melalui pemerintah. 
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4) Dinas PPPA perlu meningkatkan jumlah pertemuan sosialisasi yang 

intensif untuk peningkatan kapasitas, kualitas dan kredibiltas kader 

PATBM dengan menjunjung tinggi nilai komitmen dalam mencapai tujuan 

pencegahan dan penuruna angka kekerasan di Kota Bandar Lampung. 

5) Dinas PPPA perlu meningkatkan dan menambah program yang 

mendukung pengembangan kapasitas pemahaman kader PATBM, 

sehingga menghasilkan kualitas kader yang berkomitmen kuat untuk 

menjalankan peran nya atas kesadaran nurani dan social. 

6) Dinas PPPA diharapkan mampu memanfaatkan dunia usaha yang ada 

untuk ikut serta bersama sama melakukan upaya pencegahan kekerasan 

terhadap anak di Kota Bandar Lampung baik melalui dukungan fasilitas 

hingga materi, yang diperjelas dengan adanya regulasi yang mengatur 

peran dunia usaha dalam pencegahan kekerasan pada anak. 

 

Bagi kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) : 

1) Kader PATBM harus memiliki komitmen dan inisiatif yang tinggi untuk 

memanfaatkan segala peluang dan potensi yang ada dalam menunjang 

segala kebutuhan dan keberhasilan dari penyelenggaraan PATBM di 

wilayahnya masing masing, termasuk memasukkan anggaran pada dana 

Kelurahan, meminta atau meminjam fasilitas penunjang dan 

mengembangkan pola PATBM nya sendiri. 

2) Kader PATBM penting untuk membangun kemudahan dalam proses 

komunikasi baik itu antara kader PATBM maupun Kader PATBM dengan 

masyarakat, kemudian memanfaatkan peran media sosial secara maksimal, 

dan metode efisien lainnya seperti pembuatan brosur atau pamflet 

perlindunagn anak yang memuat informasi seputar anak dengan dukungan 

dari kelurahan. 

3) Kader PATBM perlu membangun dan memperkuat komunitas yang mandiri 

sehingga mampu memuat perencanaan kerangka kerja, meliputi rencana 

kegiatan, pembagian tugas, evaluasi kegiatan yang hasilnya dilaporkan dan 

dikoordinasikan kepada koordinator kecamatan, serta melakukan 

pemantauan pemahaman secara berkala pada masyarakat.  
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4) Kader PATBM perlu untuk membangun kolaborasi bersama lembaga-

embaga yang ada, baik itu dimasyarakat maupun Lembaga swasta hingga 

dunia usaha yang dapat meningkatkan capaian hasil dari tujuan yang sudah 

ditetapkan. 

5) Kader PATBM harus memiliki keseriusan dalam menjalankan perannya 

dimasyarakat karena kader PATBM adalah orang-orang yang ditunjuk 

untuk mensukseskan kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak, 

sehingga diperlukan gerakan nurani, dan kemauan yang besar secara ikhlas 

untuk selalu mensosialisasikan informasi dan pemahaman yang diperlukan 

oleh masyarakat untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan. 
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